Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian PFN/Bappenas tahuan 2010-2014, dan

Mengingat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI
MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEFALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

L.

kontrak kerja Ibu Menter1 PPN/Kepala Bappenas dengan Bapak
Presiden yaitu pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan, perlu dilakukan kegiatan Rencana Aksi
mempertahankan Opini Laporan Keuangan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi
Mempertahankan Opini Laporan Keuangan:

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaga: anggota
Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini
Laporan Keuangan;

Undang Undang Nomor 19 Tahun 201Z tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {lLembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomwor 4212) sebagaimana teiak
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Notuor
53 Tahun 2010,

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionai;

4. Peraturan ...
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4.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor 91 Tahun
2011,

5. Peraturan  Menteri  Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
7 Tahun 2012;

6. Peraturan  Menteri  Negara  Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan
Opini Laporan Keuangan untuk selanjutnya disebut Tim Opini LK,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Opini LK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau
kemajuan dan memberi saran perbaikan atas hambatan pelaksanaan
tugas Tim Opini LK.

Tim Pelaksana bertugas:
a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Opini LK;
b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten;

c. melakukan pembahasan terhadap progres penyusunan Laporan
Keuangan,

d. melakukan pendampingan BPK dalam melakukan pemeriksaan
Laporan Keuangan;

e. mendorong ...
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e. mendorong dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil
rekomendasi pemeriksaaan BPK dan BPK;

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM . Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan,
mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan,

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH :  Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Opini
LK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak
2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ty

Emmy Suparmiatun
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SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI
MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

TIM PENGARAH
Ketua

Anggota

PENANGGUNG JAWAB

TIM PELAKSANA
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian = PPN/Seckretaris
Utama Bappenas,

2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.

Inspektur ~ Bidang  Administrasi ~ Umum,
Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Pengawasan dan Pinjaman Luar
Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

2. Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;

3. Kepala Bagian Keuangan, Kementerian
PPN/Bappenas;

4, Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata
Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;,

U1

Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan,
Kementerian PPN/Bappenas;

Ivan Santoso, Ak. M. Ak;
Siswandi, SE;

Sri Suharto, SE;

Dian Ruswandiana, SE;

10. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;
11. Rudi Aditya Pratomo, SE;
12. Luthfia Osi Dewina, SE.

ol -

D. TENAGA ...
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D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Dani Mustari Priandi, A. Md;
2. Vina Vitriana, A. Md;
3. Cory Fadila, SE;
4. Muhammad Arif Rachmansyah;
5. Rudi;
6. Faisal Dahlan, S. Kom.
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ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun



